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PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN...
TENTANG
 RENCANA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
   
Menimbang	:	Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat lebih lanjut dari Pasal 145 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai rencana bisnis lembaga keuangan mikro;   
                          
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122/OJK);    
 	
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: 		PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.   


Pasal 1 
Ketentuan mengenai pedoman penyusunan rencana bisnis bagi lembaga keuangan mikro, sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.   
  
Pasal 2    
Penyusunan rencana bisnis bagi lembaga keuangan mikro dengan skala usaha besar dan lembaga keuangan mikro dengan skala usaha menengah dinyatakan mulai diberlakukan atas rencana bisnis tahun 2028 yang disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.     


Pasal 3 
Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2027.        
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